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PENGANTAR AHLI

Jika ditanyakan apa yang menjadi inti pembelajaran di jenjang
pendidikan tinggi hukum, maka salah satu jawaban yang layak
ditawarkan adalah penalaran (reasoning). Cabang disiplin hukum
yang paling konkret, yakni dogmatika hukum, pada hakikatnya adalah
ilmu praktis yang menuntut penalaran yang khas justru karena di
dalamnya terkandung aspek dogmatis itu. Cabang dogmatika hukum
inilah yang paling dominan dipelajari di jenjang pendidikan sarjana
(S-1) ilmu hukum.

Ilmu praktis memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang timbul dari kebutuhan praktis masyarakat. Dalam
forum yang paling formal pertanyaan-pertanyaan praktis ini hadir
di ruang-ruang peradilan dengan hakim sebagai sosok utama untuk
memberikan jawaban-jawaban pamungkasnya. Dengan demikian,
putusan-putusan hakim seharusnya diposisikan sebagai sumber
penting untuk mengetahui seberapa signifikan kontribusi ilmu hukum
untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam tradisi common law, putusan hakim merupakan
lokomotif yang membawa gerbong pergerakan sistem hukum.
Kelemahan legislasi dan regulasi akan diatasi melalui penemuan
hukum (rechtsvinding). Dengan doktrin preseden yang mengikat,
kaidah hukum yang dikreasikan dalam suatu putusan akan diikuti
oleh hakim-hakim berikutnya tatkala mereka mengadili kasus-kasus
serupa. Tradisi ini bahkan sampai menyebut penemuan hukum itu
sebagai suatu upaya pembentukan hukum (law-making).

Tradisi civil law menggunakan cara pandang yang agak
berbeda. Apa yang menjadi norma-norma kewajiban (verplichtende
normen), kebolehan (veroorlovende normen), dan kewenangan
(bevoegheidverlenende normen), harus terlebih dulu ditetapkan
dalam legislasi dan regulasi. Norma-norma kewajiban (perintah
dan larangan), kebolehan (izin dan dispensasi), serta kewenangan,
tidaklah bebas digunakan sebelum terlebih dulu diformulasikan ke
dalam teks-teks otoritatif secara tertulis.



Hakim-hakim di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia,
senantiasa menjumpai kecenderungan-kecenderungan sebagaimana
dihadapi oleh kedua tradisi di atas. Sekalipun Indonesia mewarisi
tradisi civil law, dalam kenyataannya kebutuhan untuk menerobos
kelemahan peraturan perundang-undangan juga sangat diperlukan.
Hakim tidak lagi semata-mata menjadi law-enforcer, melainkan juga
law-creator.

Pada saat saya membaca buku yang disunting oleh dua editor
ahli, Dr. Muhammad Dzikirullah H. Noho, M.H. dan Rosalina Afifah,
S.H. ini, saya menyimak ada semangat untuk tidak menempatkan
hakim sebagai penerap hukum semata. Hakim tidak sekadar
menerapkan teks hukum ke dalam konteks, melainkan juga di mana
perlu, harus berputar arah dengan menjadikan konteks sebagai titik
berangkat untuk memaknai teks. Ketika pemaknaan ini disajikan
di dalam putusan, maka apa yang semula adalah “konteks” itu
sekarang telah beralih wujud menjadi teks pula. Demikianlah proses
ini bergulir menjadi suatu kontekstualitas berkelanjutan. Filosofi
penalaran hukum seperti ini bukan sesuatu yang baru dalam diskursus
hermeneutika hukum.

Apa yang disebut sebagai “kaidah hukum hakim” yang
dikompilasi di dalam buku ini pada hakikatnya adalah suatu
kaidah penemuan hukum. Memang tidak dijelaskan apa metode
penemuan hukum yang telah dilakukan, namun yang jelas ia telah
memperkaya pembacaan terhadap teks peraturan hukum positif.
Proses penemuan itu dapat menggunakan metode interpretasi
atau konstruksi, tetapi dapat disimpulkan bahwa semua metode
itu berpotensi memberi sumbangan positif kepada ilmu hukum
dogmatis. Biasanya terdapat satu syarat untuk sumbangan positif
ini, yakni apabila rumusannya berhasil memperluas denotasi
makna, dan bukan sebaliknya.

Kompilasi kaidah hukum di dalam buku ini memang belum
dilengkapi dengan kajian untuk menilai seberapa kaidah itu memiliki
peluang untuk memperluas (ekstentif) atau mempersempit (restriktif)
terhadap teks hukum positif dalam ranah peraturan perundang-
undangan. Juga belum ada kajian apakah kaidah ini termasuk dalam
norma primer atau sekunder; dan jika sekunder ia termasuk kriteria
metakaidah yang mana.
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Terlepas dari catatan-catatan tersebut, karya kompilasi ini tentu
sangat bermanfaat, khususnya bagi kalangan praktisi hukum yang
dituntut untuk lebih rajin mengutip putusan-putusan hakim sebagai
referensi mereka dalam menyusun argumentasi hukum. Di sisi lain,
pikiran-pikiran bernas yang dikutip di dalam kompilasi ini juga
menjadi bukti nyata kontribusi para hakim dalam membangun sistem
hukum Indonesia yang lebih baik. Buku ini juga dapat dipandang
sebagai bentuk apresiasi terhadap kesediaan para hakim kita dalam
ber-ijtihad menjalankan profesi luhur mereka.

Jakarta, 23 Juli 2025

Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
Guru besar dalam ilmu filsafat hukum
Universitas Bina Nusantara
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KOMPILASI KAIDAH HUKUM HAKIM &
YURISPRUDENSI HUKUM PERDATA
(KHUSUS & UMUM)



BAB1

KAIDAH HUKUM HAKIM & YURISPRUDENSI
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE & PUTUSAN
KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU)

A. Arbiter yang Memiliki Conflict of Interest dapat Dikategorikan
Tipu Muslihat --- “Abdillah Sajadie Fadhlillah”

Salah satu alasan dapat dibatalkannya putusan arbitrase adalah
adanya tipu muslihat. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan
hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 B/Pdt.Sus-
Arbt/2024 yang menyatakan “..., karena pada saat perkara arbitrase
berjalan, seluruh pembanding XII (dahulu termohon II sampai
dengan termohon XII) telah menguasakan penuh kepada kuasa
hukumnya, dan kuasa hukumnya yang ternyata di belakang hari
setelah diterbitkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI), baru ditemukan informasi memiliki hubungan latar
belakang perkara perdata, yaitu berada pada sisi yang sama dengan
Arbiter Dr. Jelly Nasseri, S.H., M.H. Terhadap fakta yang diketahui
belakangan ini, putusan judex facti sudah benar dan tepat dengan
membatalkan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI), dikarenakan salah satu alasan adanya tipu muslihat ini.
Di samping itu, secara kode etik arbiter dituntut untuk bersikap
jujur, profesional, objektif, dan imparsial, serta menghindari segala
bentuk kemungkinan konflik kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya. Seharusnya, Arbiter Dr. Jelly Nasseri, S.H., M.H. sebelum
proses persidangan arbitrase berjalan sudah mengundurkan diri,
karena sepatutnya menyadari adanya potensi conflict of interest....”
Dalam hal ini, arbiter justru bersembunyi di balik pranata hak ingkar
yang hanya dapat diajukan oleh pihak lawan (terbanding/PT HK
Realtindo) seolah-olah selama tidak ada keberatan, maka tidak ada
masalah.

Pertimbangan hukum di atas bermula dari hubungan hukum
antara PT HK Realtindo sebagai pengembang Gedung The H Tower
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dengan para pembeli unit apartemen. Meskipun para pembeli telah
menandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan menerima
fisik unit, proses peralihan hak secara sempurna melalui akta jual
beli (AJB) dan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMSRS)
tidak terlaksana. Hal ini disebabkan oleh kelalaian PT Kosala Agung
Metropolitan, selaku pemilik lahan, yang tidak menyerahkan dokumen
teknis sebagai syarat administratif penerbitan SHMSRS. Akibatnya,
para pembeli merasa dirugikan dan menggugat PT HK Realtindo
melalui mekanisme arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI). Dalam putusannya, BANI mengabulkan sebagian tuntutan
para pembeli dan menyatakan PT HK Realtindo telah melakukan
wanprestasi. Perusahaan tersebut dihukum untuk membayar ganti
rugi sejumlah lebih dari 8 miliar rupiah kepada sebelas pihak pembeli.
Akan tetapi, PT HK Realtindo mengajukan pembatalan putusan
arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Salah satu dalil utama
dalam permohonan pembatalan tersebut adalah adanya konflik
kepentingan dari salah satu arbiter, yaitu Dr. Jelly Nasseri.

Terungkap bahwa Dr. Jelly Nasseri ternyata memiliki hubungan
profesional yang tidak dinyatakan dengan kuasa hukum para pembeli,
yakni Law Office Hendri Donal & Partners. Ia menjabat sebagai
penasihat di firma hukum tersebut. Meskipun tidak secara langsung
menangani perkara, keberadaannya dalam lingkup profesional yang
sama menimbulkan dugaan kuat atas potensi keberpihakan. Hal ini
seharusnya diungkapkan sejak awal, atau ia mengundurkan diri dari
majelis arbitrase. Namun, hal itu tidak dilakukan bahkan terkesan
sengaja disembunyikan.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan Nomor 524/
Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim mengabulkan permohonan pembatalan
arbitrase, dan menyatakan bahwa tindakan arbiter tersebut melanggar
asas keadilan dan mengandung unsur tipu muslihat, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 huruf ¢ Undang-undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan
Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Dengan demikian, keberpihakan
tersembunyi tersebut adalah bentuk pelanggaran serius, serta diamnya
arbiter terhadap potensi konflik kepentingan bukan merupakan sikap
pasif yang netral, melainkan merupakan bentuk aktif dari manipulasi
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prosedural yang merugikan keadilan. Berdasarkan penjelasan di atas,
Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah membuat suatu
kaidah hukum baru dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa
“arbiter yang memiliki conflict of interest dapat dikategorikan tipu
muslihat.”

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

B. Pengalihan Penjaminan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batu Bara (PKP2PB) Tidak Dapat Dikategorikan
Tipu Muslihat dalam Arbitrase --- “Abdillah Sajadie Fadhlillah”

Pengalihan hak dan kewajiban dalam perjanjian strategis,
seperti kontrak pertambangan, kerap menimbulkan polemik
apabila tidak disertai persetujuan dari pihak berwenang. Salah
satu isu hukum yang muncul adalah apakah tindakan penjaminan
dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengalihan atau justru
merupakan perikatan tambahan yang berdiri sendiri? Hal ini dapat
dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung
Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 yang menyatakan “..., perbedaan
penafsiran mengenai ada tidaknya pengalihan PKP2B (vide bukti
T-1A dan T-11B) merupakan objek sengketa yang dipermasalahkan
dalam perkara BANI dan telah memperoleh putusan, dan apabila
salah satu pihak tidak puas dengan pertimbangan hukum yang telah
diberikan oleh majelis arbitrase, maka hal tersebut tidaklah dapat
diklasifikasikan sebagai tipu muslihat sebagaimana diatur dalam
Pasal 70 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, ....”

Pertimbangan hukum di atas bermula dari perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) antara Pemerintah
Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT),
yang ditandatangani pada 31 Mei 1999. Dalam pelaksanaannya, PT
AKT kemudian bertindak sebagai penjamin dalam suatu perjanjian
pinjaman antara pihak lain, yaitu PT Borneo Lumbung Energi
dan Metal, dengan standard chartered bank. Pemerintah, melalui
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menilai
tindakan penjaminan tersebut melanggar Pasal 30 PKP2B karena
dianggap sebagai bentuk pengalihan perjanjian tanpa persetujuan
tertulis.
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Atas dasar itu, Kementerian ESDM mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor 3714 K/30/MEM/2017 pada 19 Oktober 2017, yang
mengakhiri PKP2B dengan PT AKT. PT AKT kemudian mengajukan
gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam
Putusan BANI Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019 tertanggal 2 Juni
2021, majelis arbitrase mengabulkan gugatan PT AKT sebagian dan
menghukum Kementerian ESDM untuk membayar ganti rugi sebesar
Rp71.364.896.050,00. Selain itu, BANI juga memerintahkan agar SK
pengakhiran tidak dilaksanakan. Pemerintah melalui Kementerian
ESDM kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan
arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Putusan PN
Jakarta Pusat No. 456/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst tanggal 15 Februari
2023, majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan dan
menyatakan bahwa putusan BANI diperoleh melalui tipu muslihat.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai bahwa tindakan PT AKT
sebagai penjamin telah melanggar larangan pengalihan dalam Pasal
30 PKP2B.

PT AKT dan BANI mengajukan upaya hukum ke Mahkamah
Agung. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan
menyatakan bahwa permohonan pembatalan tidak dapat diterima.
Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbedaan tafsir atas
substansi kontrak yang menjadi dasar putusan arbitrase tidak dapat
dikategorikan sebagai tipu muslihat. Selain itu, tindakan sebagai
penjamin tidak serta-merta menjadi bukti terjadinya pengalihan
hak dan kewajiban PKP2B yang dilarang Pasal 30. Majelis Hakim
Mahkamah Agung menilai bahwa permohonan pembatalan putusan
arbitrase telah memasuki substansi yang telah diperiksa dan diputus
oleh BANI, padahal ranah itu bukan wewenang pengadilan umum.
Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa pelanggaran kontrak yang
dituduhkan telah menjadi bagian dari proses arbitrase, dan telah
diselesaikan oleh forum tersebut secara sah.

Meskipun terdapat dissenting opinion dari ketua majelis, putusan
tetap diambil berdasarkan suara terbanyak. Akhirnya, dalam amar
putusannya Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan
putusan arbitrase dari Kementerian ESDM, dan menyatakan bahwa
tindakan penjaminan oleh PT AKT tidak dapat dianggap sebagai
bentuk pengalihan perjanjian. Dengan demikian, Mahkamah Agung
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menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara tindakan
jaminan dan pengalihan hak kontraktual dalam pelaksanaan
perjanjian pertambangan strategis. Berdasarkan penjelasan di
atas, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah membuat
suatu kaidah hukum baru dan yurisprudensi yang menyatakan
bahwa “pengalihan penjaminan perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batu bara (PKP2PB) tidak dapat dikategorikan tipu
muslihat dalam arbitrase.”

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023.

C. PerbuatanyangTidak Mengajukan Sejumlah Dokumen Terkait
pada Proses Arbitrase Bukanlah Tipu Muslihat --- “Sopwa
Kamila”

Suatu dokumen yang tidak diajukan dalam proses arbitrase tidak
serta-merta dapat dianggap sebagai tindakan curang, kecuali terbukti
memenuhi unsur sebagai dokumen yang bersifat menentukan dan
disembunyikan secara sengaja. Dalam pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Agung Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 menyebutkan,
“bahwa dengan demikian beralasan untuk menyatakan bahwa
perbuatan tidak mengajukan sejumlah dokumen oleh pemohon
banding I dalam proses arbitrase bukanlah merupakan perbuatan
tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 huruf
¢ Undang-undang Arbitrase.”

Pertimbangan hukum ini muncul bermula dari hubungan
kontraktual antara PT Sumsel Energi Gemilang dan PT PLN
(Persero) yang dituangkan dalam perjanjian jual beli gas (PJBG)
tertanggal 3 September 2013 serta kesepakatan bersama tanggal 22
Januari 2015. Dalam perjalanannya, PT Sumsel menggugat PT PLN
(Persero) melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) karena
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Pada tanggal 3
Mei 2021, Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengeluarkan putusan
yang mengabulkan sebagian gugatan PT Sumsel, menyatakan bahwa
PT PLN (Persero) telah melakukan wanprestasi, dan menghukum PT
PLN (Persero) membayar ganti rugi sebesar USD 27 juta.

Menanggapi putusan tersebut, PT PLN (Persero) mengajukan
permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
dengan dalil adanya tipu muslihat karena PT Sumsel dianggap tidak
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mengajukan sejumlah dokumen yang disebut bersifat menentukan.
Pada 11 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
mengabulkan permohonan pembatalan tersebut, dan menyatakan
putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat. PT Sumsel dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia
kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Dalam perkara
ini, Mahkamah Agung menemukan bahwa dokumen-dokumen,
seperti Surat Gubernur Sumatra Selatan Nomor 541/01/198/1V/2010,
tagihan take or pay gas, dan dokumen-dokumen lainnya yang
dipermasalahkan oleh Termohon Banding, bukanlah dokumen yang
memenuhi unsur penentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Sehingga, pada 14 April 2022 Mahkamah Agung membatalkan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan menegaskan
bahwa dokumen-dokumen yang dipermasalahkan tidak memenuhi
kriteria sebagai dokumen yang menentukan, sehingga tidak dapat
dikategorikan sebagai tipu muslihat. Mahkamah Agung juga
memutuskan untuk memperbaiki amar putusan arbitrase dengan
menetapkan bahwa PT PLN (Persero) cukup membayar 50% dari
jumlah semula, yaitu USD 13,5 juta, yang dapat dibayarkan secara
bertahap dalam jangka waktu 10 tahun. Berdasarkan penjelasan di
atas, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah membuat
suatu kaidah hukum baru dan yurisprudensi, yang menyatakan bahwa
“perbuatan yang tidak mengajukan sejumlah dokumen terkait pada
proses arbitrase bukanlah tipu muslihat.”

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022.

D. Berita Acara Selesai Pekerjaan Tanpa Melalui Pemeriksaan
dan Ditandatangani oleh Pihak yang Tidak Berwenang
Merupakan Tipu Muslihat dalam Arbitrase --- “Sopwa Kamila”

Keberadaan berita acara selesai pekerjaan yang tidak
memenuhi prosedur yang sah, yaitu dibuat tanpa pemeriksaan fisik
yang benar, dan ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang
dapat dikategorikan sebagai bentuk tipu muslihat dalam proses
arbitrase. Hal ini merupakan pelanggaran yang memenuhi unsur
Pasal 70 huruf ¢ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pertimbangan
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hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 B/Pdt.Sus-Arbt/2022
menyebutkan, “putusan judex facti telah membuktikan bahwa
alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat dibenarkan
dan berdasarkan hukum, karena putusan BANI telah didasarkan
pada hasil tipu muslihat oleh pemohon banding, yaitu berita acara
selesai pekerjaan (bukti T-16 dan P-28) yang diajukan pemohon
banding dalam pemeriksaan arbitrase dibuat tanpa melalui kegiatan
pemeriksaan dan berita acara tersebut ditandatangani oleh pihak
yang tidak berwenang sehingga tanpa sepengetahuan dari termohon
banding sebagai pemberi pekerjaan. Oleh karena itu, judex facti
membatalkan putusan BANIL.”

Pertimbangan hukum ini muncul berawal dari sengketa kontrak
pembangunan pabrik antara PT ACE Engineering & Construction
sebagai kontraktor dengan PT Daehan Global selaku pemilik proyek.
Dalam Putusan Arbitrase BANI No. 43041/VII/ARB-BANI/2020, PT
ACE Engineering & Construction dinyatakan berhak menerima sisa
pembayaran sebesar Rp19,96 miliar. PT Daehan Global mengajukan
pembatalan ke Pengadilan Negeri Cibinong, dengan alasan putusan
arbitrase didasarkan pada berita acara selesai pekerjaan yang dibuat
tanpa pemeriksaan dan ditandatangani oleh pihak tidak berwenang,
sehingga merupakan tipu muslihat.

Pengadilan Negeri Cibinong mengabulkan permohonan
tersebut melalui Putusan No. 173/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Cbi.
Kemudian, banding yang diajukan oleh PT ACE Engineering &
Construction ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No.
5 B/Pdt.Sus-Arbt/2022. Mahkamah Agung menegaskan bahwa
penggunaan dokumen cacat tersebut sebagai alat bukti dalam
arbitrase memenuhi unsur tipu muslihat, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Putusan ini mempertegas bahwa
keabsahan dokumen dalam proses arbitrase adalah syarat mutlak,
dan pemalsuan atau manipulasi dapat berujung pada pembatalan
putusan arbitrase. Berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah Agung
dalam pertimbangannya telah membuat suatu kaidah hukum baru
dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa “berita acara selesai
pekerjaan tanpa melalui pemeriksaan dan ditandatangani oleh pihak
yang tidak berwenang merupakan tipu muslihat dalam arbitrase.”

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 B/Pdt.Sus-Arbt/2022.
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E. Tidak Mengungkapkan Keterangan Penting Berupa Peralihan
Merek dalam Arbitrase Dianggap sebagai Tipu Muslihat ---
“Tlham Nasrudin”

Peralihan hak atas merek menjadi krusial jika berkaitan
langsung dengan legal standing, yakni kewenangan atau kedudukan
hukum suatu pihak untuk mengajukan gugatan atau permohonan.
Ketika hak atas suatu merek telah beralih, maka pihak yang sudah
tidak lagi menjadi pemegang hak tidak berwenang lagi untuk
mengajukan tuntutan seolah-olah masih memiliki hak tersebut.
Tindakan menyembunyikan fakta penting ini dapat dinilai sebagai
tipu muslihat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf ¢ UU
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, yang memberikan dasar pembatalan putusan arbitrase
apabila terbukti diambil melalui tipu muslihat dari salah satu pihak.
Oleh karena itu, ketakjujuran dapat mengakibatkan rusaknya validitas
Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung
Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 menyebutkan, “bahwa secara akal
sehat termohon dahulu pemohon mengetahui bahwa peralihan hak
atas merek milik termohon dahulu pemohon tersebut adalah penting,
namun keterangan tersebut tidak diungkap dalam persidangan
sehingga tepat perbuatan termohon dahulu pemohon tersebut
adalah tipu muslihat, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70
huruf ¢ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena itu beralasan putusan para
turut termohon beralasan untuk dibatalkan.”

Pertimbangan hukum ini muncul bermula ketika BreadTalk
Pte. Ltd., sebuah perusahaan asal Singapura, mengajukan gugatan
ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terhadap mitra
waralabanya di Indonesia, yaitu PT Talkindo Selaksa Anugrah, dan
Kusdianto Soewarno, atas dugaan wanprestasi dalam pelaksanaan
perjanjian waralaba. Dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/
IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023, majelis arbitrase
mengabulkan sebagian permohonan BreadTalk, menyatakan bahwa
para termohon telah melakukan wanprestasi, dan menyatakan bahwa
perjanjian waralaba telah berakhir sejak 19 Oktober 2022. Putusan
tersebut juga menghukum pihak termohon untuk membayar ganti



10 Kompilasi 100+ Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi

rugi lebih dari 67 miliar rupiah, serta memerintahkan penghentian
penggunaan merek dan segala atribut bisnis yang berkaitan dengan
BreadTalk.

Tidak puas dengan putusan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia tersebut, PT Talkindo Selaksa Anugrah mengajukan
permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Permohonan ini didasarkan pada adanya dugaan tipu muslihat,
karena BreadTalk tidak mengungkap fakta penting bahwa hak
atas merek “BreadTalk” sebenarnya telah dialihkan kepada BTG
Vault Pte. Ltd. sebelum permohonan diajukan ke Badan Arbitrase
Nasional Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian
mengabulkan permohonan tersebut, sebagian melalui Putusan
Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Februari
2024, dengan menyatakan bahwa Badan Arbitrase Nasional
Indonesia tidak berwenang mengadili perkara ini, karena pemohon
arbitrase (BreadTalk) sudah tidak lagi memiliki hak atas merek yang
disengketakan.

Putusan tersebut kemudian diajukan banding ke Mahkamah
Agung oleh BreadTalk dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 B/Pdt.
Sus-Arbt/2024, Mahkamah Agung justru menguatkan putusan
pengadilan negeri dan menegaskan bahwa tindakan BreadTalk
yang tidak mengungkap peralihan hak atas merek merupakan tipu
muslihat, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf ¢ UU No. 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Mahkamah Agung menyatakan bahwa informasi tentang peralihan
hak atas merek adalah hal yang esensial dan berdampak langsung
pada legal standing pemohon arbitrase. Oleh karena itu, tindakan
menyembunyikan informasi tersebut telah mencederai proses
pemeriksaan arbitrase, dan menjadi dasar sah untuk membatalkan
putusan arbitrase yang sebelumnya dikeluarkan oleh Badan
Arbitrase Nasional Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas,
Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah membuat suatu
kaidah hukum baru dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa
“tidak mengungkapkan keterangan penting berupa peralihan merek
dalam arbitrase dianggap sebagai tipu muslihat.”

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.
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